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Abstrak

Pekerja informal mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia dengan proporsi
sekitar 57,75% dari total angkatan kerja, akan tetapi dominasi tersebut belum diiringi dengan
perlindungan hukum yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan
hukum bagi pekerja sektor informal serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dalam
hubungan kerja. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, di mana pada
penelitian terdahulu belum ada yang membahas terkait penyelesaian sengketa pekerja dalam
sektor informal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan
yuridis-empiris melalui studi kasus pada pekerja unit usaha laundry di Kecamatan
Bojongsoang, Kabupaten Bandung, yang mengalami permasalahan akibat misinterpretasi
perjanjian kerja, hingga menyebabkan tidak terpenuhinya upah lembur mereka. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pekerja informal yang memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan
perintah termasuk dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berhak memperoleh
perlindungan hukum. Selain itu, sengketa terkait hak upah lembur dapat diselesaikan melalui
mekanisme pengaduan kepada instansi ketenagakerjaan, yang akan ditangani oleh pengawas
ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan pekerja sektor
informal. Penelitian ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dikalangan sektor
usaha informal baik pekerja maupun pemberi kerja.
Kata kunci: Hubungan Kerja, Sengketa Hak Upah Lembur, Pekerja Sektor Informal

1. Pendahuluan

Bekerja merupakan kebutuhan dasar manusia (Podungge, 2020), yang harus
dilindungi hak-haknya (Fadillah & Fatriani, 2025). Pasal 28 D ayat 1 dan 2 Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menagamanatkan bahwa setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta berhak untuk
bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Juwita et al.,
2026). Dalam Pasal 27 ayat 2 juga disebutkan bahwa manusia berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak.(Attaubah Hidayat et al., 2025). Pasal tersebut di atas menunjukan
bahwasanya negara wajib hadir untuk melindungi semua pekerja dalam sektor apapun tanpa
terkecuali (Hamid, 2024, p. 881).

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk pekerja yaitu dengan
mengundangkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Harahap
et al., 2024). Dalam Pasal 1 Nomor 15 dijelaskan bahwa Hubungan Kerja adalah hubungan
antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai
unsur pekerjaan, upah, dan perintah (Azzahra & Adriaman, 2026). Dari pengertian di atas
dapat diketahui bahwa hubungan kerja merupakan sebuah hubungan hukum yang lahir dari
sebuah perjanjian kerja (Rifgi Noval, 2017, p. 112). Fungsi dari perjanjian kerja itu sendiri
yaitu melindungi hak-hak para pihak yang menjalin hubungan kerja, agar tidak ada hak di
antara mereka yang terciderai (Pratiwi et al., 2024).
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Undang-undang Ketenagakerjaan yang ada saat ini telah berlaku lebih dari dua dekade
lamanya. Lamanya keberlakuan tersebut, membuat undang-undang tidak lagi relevan
dengan keadaan saat ini. Undang-undang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tersebut ternyata belum
memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap semua pekerja dalam semua
sektor. Dalam sektor usaha ekonomi, dikenal dengan sektor usaha formal dan sektor usaha
informal. Sektor usaha informal adalah satuan-satuan usaha kecil dalam jumlah yang banyak
dan biasanya dimiliki oleh keluarga dengan menggunakan teknik produksi yang sederhana
dan padat karya. Golongan angkatan kerja di sektor informal biasanya mempunyai
pendidikan dan keterampilan yang terbatas (Silvida & dkk, 2022)

Pekerjaan dalam hal ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Pekerja Swakerja
atau pekerja yang bekerja untuk dirinya sendiri dan pekerja yang bekerja untuk orang lain
(Rifgi Noval, 2017, p. 109). Pekerja swakerja banyak ditemui di sektor informal yaitu seperti
tukang becak, pedagang kaki lima, tukang ojek, dll. Sedangkan pekerja yang bekerja untuk
orang lain/ yang berada dalam ruang lingkup hubungan kerja yaitu seperti buruh pabrik.
Undang-undang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku di Indonesia hanya melindungi
pekerja yang bekerja untuk orang lain, dalam artian pekerja yang bekerja dalam ruang
lingkup hubungan kerja (Amaliyah & Annabila, 2025). Pekerja swakerja yang bekerja untuk
dirinya sendiri tidak masuk dalam perlindungan hukum rezim ketenagakerjaan (Agusalim
et al., 2026). Hal ini disebabkan pekerja swakerja tidak diakui dalam Undang-undang
Ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja sektor informal yang berada dalam ruang lingkup
hubungan kerja, cenderung berada pada posisi rentan terhadap minimnya perlindungan
hukum. Hal ini disebabkan oleh karakter hubungan kerja yang kerap bercampur dengan
relasi sosial, sehingga mengaburkan batas antara hubungan kerja yang bersifat profesional
dengan hubungan yang bersifat personal. Maka dari sebab diatas sering kali dijumpai bahwa
pekerja informal tidak mendapat perlindungan hukum yang setara sebagaimana pekerja
dalam sektor formal.

Rentannya posisi pekerja sektor informal dalam perlindungan hukum, menunjukan
kelemahan dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku di Indonesia, karena
tidak secara komprehensif melindungi pekerja. Padahal di Indonesia sendiri perekonomian
banyak digerakan dari sektor informal yaitu sebesar 57,70% atau sebanyak 85,35 juta juta
bekerja dalam sektor informal (Malikhah, 2026).

Undang-undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa syarat seorang pekerja masuk
dalam rezim ketenagakerjaan adalah adanya hubungan kerja (Nuraeni, 2021). Meskipun
dalam teorinya, pekerja dalam hubungan kerja informal mendapatkan perlindungan hukum,
akan tetapi dalam realitasnya, beberapa pekerja informal masih belum merasakan
perlindungan tersebut (Syari et al., 2026). Hal tersebut dapat berkaca pada kasus nyata di
masyarakat, lebih tepatnya pada salah satu sektor usaha laundry di Bojongsoang, Kabupaten
Bandung.

Sengketa tersebut berawal dari perbedaan interpretasi perjanjian kerja antara pekerja
dan pemberi Kkerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai tersebut, ia
menyampaikan bahwa praktik operasional usaha tersebut adalah dengan menerapkan sistem
kerja berbasis shift. Satu orang pegawai bekerja pada shift pagi dan satu pegawai lainnya
bekerja pada shift siang. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, setiap pegawai diwajibkan
untuk menggantikan rekan kerja yang berhalangan hadir, termasuk ketika rekan tersebut
mengambil jatah libur bulanan. Perusahaan dalam hal ini pemberi kerja memberikan hak
jatah libur empat kali dalam satu bulan bagi setiap pegawai, dan apabila seorang pegawai
menggunakan jatah liburnya, rekan kerjanya wajib menggantikan, sehingga harus bekerja
selama dua shift berturut-turut yaitu sekitar 16 jam kerja dalam satu hari. Sedangkan
pegawai di tempat tersebut hanya berjumlah dua orang. Dalam perjanjian kerja juga
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tercantum bahwa pekerja berhak menerima upah lembur sebesar Rp. 6.000/jam. Namun,
dalam praktiknya, waktu kerja tambahan yang dilakukan untuk menggantikan rekan kerja
yang sedang libur tidak dihitung sebagai lembur. Lebih jauh, pemberi kerja tidak pernah
menjelaskan ataupun menyatakan secara tegas bahwa kerja pengganti tersebut tidak
dikategorikan sebagai lembur, sehingga para pegawai berasumsi bahwa waktu kerja di luar
shift reguler tersebut merupakan waktu lembur yang seharusnya mendapatkan kompensasi.

Fenomena diatas menunjukan kesenjangan antara das sein dan das sollen. Definisi
waktu kerja lembur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 adalah waktu
kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh)
jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada
hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.
Sedangkan das sein menunjukan yang sebaliknya. Dalam pasal 78 Undang-undang Cipta
Kerja disebutkan bahwa pekerja yang bekerja melebihi batas waktu kerja wajib diberikan
hak upah lemburnya. Akan tetapi das sein menunjukan sebaliknya.

Kesenjangan di atas memicu terjadinya sengketa antara pekerja dan pemberi Kerja,
hingga mengantarkan pada penyelesaian sengketa. Sengketa diartikan sebagai kejadian yang
menyebabkan perselisihan, perbedaan pendapat atau perkara(Nasrudin, n.d.). Minimnya
pembahasan terkait penyelesaian sengketa pekerja informal dalam aspek hukum, menjadi
urgensi dari penelitian ini, karena di Indonesia sendiri di dominasi oleh pekerja informal
sedangkan angka pekerja dalam sektor informal di Kabupaten Bandung juga masih
menunjukan angka yang tinggi, maka akan menjadi suatu keniscayaan sengketa dalam
hubungan kerja informal akan lebih banyak terjadi. Selain itu ketiadaan penelitian terdahulu
yang membahas mengenai hal ini, juga menambah poin dalam urgensi penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas mengenai permasalahan
bagaimana penyelesaian sengketa pekerja dalam sektor informal, bagaimana penyelesaian
sengketa pemenuhan hak upah lembur pegawai laundry Bojongsoang, Kabupaten Bandung,
serta Apa kendala dalam penyelesaian sengketa pemenuhan hak upah pegawai laundry,
Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik
dari praktis maupun teoritis. Manfaat yang diberikan dari segi teoritis yaitu sumbangsih
keilmuan dalam hukum perdata terkait penyelesaian sengketa pemenuhan hak upah lembur
pekerja dalam sektor informal, dari segi praktis yaitu menambah kesadaran hukum bagi
masyarakat luas khususnya pekerja informal untuk menuntut kembali hak-hak mereka yang
terciderai.

2. Metode

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas untuk menemukan kebenaran hukum
(Zainuddin, 2021, p. 102). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan
mengumpulkan data terkait fenomena hukum yang kemudian dianalisis berdasarkan teori,
peraturan perundang-undangan, dan konsep hukum yang relevan (Handayani & Prabowo,
2024, p. 94). Menurut Bagir Manan (Baskoro & Wafi, 2025, p. 242) pendekatan dalam
penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum dalam arti abstrak (law in
abstract sense) dan dalam arti konkret (law in concrete sense). Penelitian ini berfokus pada law
in concrete sense atau pendekatan yuridis-empiris, yaitu mengkaji bagaimana hukum
diterapkan dalam praktik di masyarakat dengan memanfaatkan fakta-fakta hukum yang terjadi
di lapangan.

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung di
sebuah unit usaha laundry. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan adanya
kasus konkret terkait tidak terpenuhinya hak upah lembur pekerja, selain itu sektor usaha
laundry ini juga merepresentasikan sektor usaha informal yang memiliki karakteristik
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hubungan kerja yang tidak tercatat pada instansi pemerintah dan minim pengawasan, sehingga
rentan menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan.

Menjaga kerahasiaan data dan etika penelitian merupakan prinsip yang diterapkan
dalam penelitian ini. Identitas usaha laundry yang menjadi objek penelitian tidak disebutkan
secara spesifik dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi hanya pada satu objek usaha laundry
yang dijadikan sebagai studi kasus, dan hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk seluruh
usaha laundry di wilayah Bojongsoang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran
secara mendalam mengenai praktik dan mekanisme penyelesaian sengketa upah lembur dalam
sektor informal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh
melalui wawancara langsung dengan pegawai pada unit usaha laundry, Kecamatan
Bojongsoang, Kabupaten Bandung tersebut. Untuk menganalisis dan menguraikan fenomena
hukum, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yaitu bersumber dari undang-
undang, teori hukum, atau pustaka lain yang relevan. Setelah data-data yang relevan berhasil
dikumpulkan selanjutnya adalah proses pengelolaan data. Dalam mengelola data, penulis
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data deskriptif
yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau
pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hasil dan Pembahasan
Penyelesaian Sengketa Pekerja dalam Sektor Informal

Sengketa merupakan suatu kondisi di mana terdapat satu pihak yang merasa dirugikan
oleh pihak lain yang kemudian pihak yang dirugikan tersebut menyampaikan
ketidakpuasannya kepada pihak yang lain (Sudiarawan et al., 2024). Dalam definisi lain juga
disebutkan bahwa konflik/ sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling
mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun pendapat/persepsi (Palasari & Rai
Yuliartini, 2022).

Terjadinya sengketa merupakan suatu hal yang hampir tidak bisa dihindari dalam
sebuah hubungan baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun
kelompok dengan kelompok (Ambarini & Hakim, 2025). Sengketa kerap kali terjadi karena
terdapat dua kepentingan berbeda yang saling berhadapan dan tidak terdapat titik temu di antara
keduanya (Tuasikal & Sorong, 2025, p. 47).

Hubungan kerja misalnya merupakan sebuah hal yang tidak dapat terhindarkan dari
terjadinya sengketa. Dalam hubungan kerja masing-masing pihak yaitu pekerja dan pengusaha/
pemberi kerja masing-masing memiliki kepentingan berbeda yang hendak dicapai. Pekerja
membutuhkan upah/imbalan untuk bertahan hidup dan pemberi kerja/perusahaan
membutuhkan tenaga kerja untuk mempertahankan usaha nya agar tetap beroperasi
(Ramadhani et al., 2020). pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan
atau dipandang melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang
harus ditekan serendahrendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau
keuntungannya menjadi lebih tinggi(Ziaharah et al., 2024). Dalam hal ini keduanya merupakan
dua hal yang saling berkaitan (Firdausy, 2020, p. 2). Dua kepentingan berbeda tersebut
seringkali menimbulkan sebuah perbedaan, terlebih lagi mengingat posisi tawar pekerja
(Podungge et al., 2021, p. 2) dan karakter money oriented (Saputri, 2022, p. 7) dari seorang
pengusaha semakin memperbesar kemungkinan terjadinya sengketa dalam hubungan kerja
tersebut.

Klasifikasi antara sengketa dan perselisihnan menjadi penting dalam penelitian ini
karena keduanya memiliki implikasi terhadap mekanisme penyelesaian yang digunakan.
Sengketa ketenagakerjaan tidak selalu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian
perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
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2004. Dalam perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak normatif, seperti kekurangan
pembayaran upah lembur, penyelesaian pada tahap awal dapat dilakukan melalui mekanisme
pengawasan ketenagakerjaan sebagai bentuk penegakan norma. Sebaliknya, mekanisme
penyelesaian perselisinan hubungan industrial digunakan apabila sengketa tersebut telah
memenuhi kualifikasi sebagai perselisihan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
Hubungan kerja pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara pekerja dan

pengusaha, dan menjadi bagian dari hubungan industrial karena melibatkan pengaturan yang
lebih luas, termasuk peran pemerintah dalam menetapkan norma, perlindungan, serta
mekanisme penyelesaian perselisihan guna untuk mensejajarkan posisi antara pekerja dan
pemberi kerja (Rahayu & Yulyana, 2024). Sengketa yang kerap kali terjadi dalam hubungan
kerja yaitu sengketa perselisihan karena perbedaan persepsi (Azhar, n.d., p. 55). Macam-
macam perselisihan yang diselesaikan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2004 di antaranya adalah (Zairudin, 2022, p. 55):

1. Perselisihan tentang hak (Tidak dipenuhinya hak);

2. Perselisihan kepentingan (Tidak adanya Kesesuaian Pendapat);

3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK);

4. Perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Sektor usaha informal dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak
terstandarisasi dan tidak sepenuhnya diatur oleh regulasi pemerintah, baik dalam aspek
perizinan, registrasi, standar kualitas, ketenagakerjaan, maupun perpajakan. Dengan demikian,
sektor informal mencakup seluruh bentuk aktivitas ekonomi yang berada di luar kerangka
formal yang telah ditetapkan oleh negara (Adinda & Akbar, 2024). Pekerja yang bekerja dalam
sektor usaha informal disebut dengan pekerja informal. Pekerja informal menurut BPS adalah
tenaga kerja yang umumnya tidak memiliki hubungan kerja yang jelas, tidak terikat kontrak
resmi, serta tidak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kerja yang memadai.
Karakteristiknya ditandai dengan produktivitas yang relatif rendah, upah yang tidak standar,
kondisi kerja yang kurang layak, serta sering kali berada dalam usaha yang tidak berbadan
hukum atau berbasis keluarga (Sibagariang et al., 2023, p. 153).

Pembahasan mengenai penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum dalam
hubungan kerja sektor informal merupakan permasalahan yang jarang sekali dibahas dalam
kacamata hukum, padahal sejatinya di Indonesia perekonomian banyak digerakan dari sektor
informal yaitu sebesar 57,70% atau sebanyak 85,35 juta orang (Malikhah, 2026). Beberapa
faktor yang menyebabkan minimnya kajian dalam perspektif hukum terkait Penyelesaian
Sengketa Pekerja dalam Sektor Informal yaitu :

Pertama Pekerja dalam Sektor Informal sering kali dianggap tidak termasuk Rezim
Ketenagakerjaan sehingga tidak memiliki payung hukum dalam penyelesaian sengketa nya.

Pada dasarnya, pelaksanaan pekerjaan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama,
yaitu: (i) individu yang melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri (swakerja), dan (ii)
individu yang melakukan pekerjaan untuk pihak lain dalam suatu hubungan kerja (Rifqi
Noval, 2017, p. 109). Dalam konteks sektor informal, Klasifikasi ini juga berlaku, di mana
terdapat pekerja yang menjalankan usaha secara mandiri dan tidak berada dalam ruang
lingkup hubungan kerja, seperti tukang becak, pengemud XVZi ojek, dan pedagang kaki
lima. Di sisi lain, terdapat pula pekerja sektor informal yang bekerja untuk pihak lain
seperti pegawai laundry yang bekerja untuk orang lain. Akan tetapi hubungan kerja yang
terjalin dalam sektor informal yang sering kali tidak memiliki kejelasan secara hukum.
Hubungan tersebut kerap kali bercampur dengan relasi sosial, sehingga sulit dibedakan
antara hubungan kerja dan hubungan sosial pada umumnya (Safaria et al., 2003, pp. 17—
18).
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Kondisi ini umumnya disebabkan oleh dasar hubungan yang lebih menitikberatkan pada
kepercayaan dibandingkan dengan perjanjian kerja yang formal dan tertulis. Akibatnya,
apabila timbul sengketa dalam hubungan tersebut, maka tidak dapat diklasifikasikan
sebagai sengketa dalam rezim ketenagakerjaan, sehingga penyelesaiannya pun sulit untuk
diselesaikan secara hukum.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku di
Indonesia hanya melindungi para pekerja yang berada dalam hubungan kerja yang jelas,
yang didasarkan pada perjanjian kerja yang konkret dan memiliki kepastian hukum. Maka
dari itu seringkali pekerja dalam sektor informal tersingkirkan dalam perlindungan hukum
ketenagakerjaan karena status nya yang merupakan swakerja dan hubungan kerja yang
sering kali bercampur dengan relasi sosial (Hakim, 2023).
Tentu hal ini merupakan kritik bagi Undang-undang Ketenagakerjaan yang telah berlaku
lebih dari dua dekade lamanya. Dihapusnya definisi terkait sektor informal dan hubungan
kerja informal dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997, yaitu Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, juga semakin
memperlemah perlindungan hukum pekerja dalam sektor informal (Adinda & Akbar,
2024, p. 41).

Kedua Pengawasan terhadap usaha tersebut sulit dilakukan karena tidak terdaftar secara resmi

pada instansi pemerintah.

Salah satu faktor yang menyebabkan kajian mengenai penyelesaian pekerja di sektor
informal relatif minim dalam kajian hukum yaitu karena karakteristik sektor usaha tersebut
yang umumnya tidak terdaftar secara resmi pada instansi pemerintah (Armansyah et al.,
2021). Ketiadaan registrasi formal ini berdampak pada terbatasnya ketersediaan data yang
akurat dan komprehensif, sehingga menyulitkan proses pemetaan, pengawasan, serta
perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, kondisi tersebut juga menghambat
fungsi pengawasan oleh pemerintah, karena pelaku usaha dan hubungan kerja yang terjadi
di dalamnya tidak tercatat dalam sistem administratif ketenagakerjaan. Akibatnya,
berbagai persoalan yang dihadapi pekerja sektor informal, termasuk terkait perlindungan
hukum dan penyelesaian sengketa, cenderung luput dari perhatian dan tidak
terdokumentasikan secara sistematis, sehingga pembahasannya menjadi kurang
berkembang dibandingkan dengan sektor formal (Kecamatan & Kabupaten, 2021).

Dan yang terakhir Kesadaran Hukum terkait Perlindungan dalam Penyelesaian Sengketa

Sektor Informal.

Sektor informal pada umumnya didominasi oleh pekerja dengan latar belakang pendidikan
yang relatif rendah, serta tingkat literasi teknologi yang terbatas (Silvida & dkk, 2022, p.
31). Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan
pekerja sektor informal (Amelia et al., 2024, p. 112). Bahkan, bagi pekerja informal yang
terikat dalam suatu hubungan kerja, sering kali tidak terdapat pemahaman bahwa mereka
sesungguhnya memiliki perlindungan hukum (Akhyar & Elmy, 2023).

Rendahnya kesadaran hukum ini mendorong pekerja informal untuk lebih memilih
penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan ketika menghadapi sengketa. Akibatnya,
kesenjangan antara das sollen dan das sein tidak berkembang menjadi isu yang signifikan,
karena minimnya pelaporan maupun kajian terhadap permasalahan tersebut. Hal ini
menyebabkan persoalan dalam sektor informal cenderung tidak mendapat perhatian
maupun kajian yang memadai.

Padahal, mengingat dominasi jumlah pekerja di sektor informal, secara logis terdapat
potensi sengketa yang cukup tinggi. Namun demikian, karena rendahnya tingkat
pelaporan, perkembangan kajian dan penanganan terhadap permasalahan tersebut menjadi
sangat terbatas.
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Uraian tersebut di atas menunjukan bahwa implementasi perlindungan hukum oleh
negara belum berjalan secara optimal dan merata. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan
yang bersumber tidak hanya dari substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari
rendahnya respon dan kesadaran masyarakat dalam mengakses serta memanfaatkan
perlindungan hukum yang tersedia. Kondisi ini menjadi kontradiktif apabila dikaitkan dengan
amanat konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap
warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum serta jaminan atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak (Putri et al., 2026).

Undang-undang yang saat ini mengatur dan melindungi hal ihwal terkait pekerja yaitu
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-undang
Ketenagakerjaan pekerja swakerja tidak diakui, sehingga mereka tidak memiliki payung
hukum yang melindungi mereka. Berarti dalam hal ini pekerja informal seperti tukang ojek,
tukang becak pedagang kaki lima, tidak memiliki payung hukum yang melindungi mereka saat
terjadi sebuah permasalahan.

Terlepas dari kenyataan bahwa pekerja swakerja tidak secara langsung memperoleh
perlindungan dalam kerangka Undang-Undang Ketenagakerjaan, berdasarkan buku panduan
yang disusun oleh Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta, pekerja swakerja pada dasarnya
memiliki akses terhadap perlindungan hukum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Hal
ini tercermin dari adanya mekanisme dan langkah-langkah yang dapat ditempuh, termasuk
melalui lembaga bantuan hukum ketika menghadapi persoalan hukum. Oleh karena itu ketika
pekerja swakerja menyadari adanya permasalahan hukum, sesegera mungkin mereka mencari
lembaga bantuan hukum, untuk menyelesaikan permasalahan mereka, salah satunya seperti
Lembaga Bantuan Hukum (Sihombing et al., n.d., p. 15).

Berbeda hal nya dengan pekerja informal yang bekerja untuk orang lain/ yang berada
dalam ruang lingkup hubungan kerja. Undang-undang Ketenagakerjaan menjelaskan terkait
hubungan kerja. Dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa
Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Undang-undang
Ketenagakerjaan tidak membedakan antara sektor usaha informal dan sektor usaha formal
(Rahmawati & Nailul, 2026). Unsur yang dipersyaratkan untuk hubungan kerja masuk dalam
rezim ketenagakerjaan yaitu adanya perjanjian kerja yang mencakup unsur adanya “pekerjaan”
untuk seseorang melakukan suatu pekerjaan, “upah” yaitu hak yang diterima oleh pekerja
setelah pekerja melakukan pekerjaannya atau sebuah imbalan yang diberikan oleh pemberi
kerja karena pekerja telah menuntaskan pekerjaannya (Raya, 2022), dan “perintah” dimana
perintah ini merupakan suatu unsur yang wajib ada, karena dari unsur inilah dapat dinilai
apakah perjanjian yang diadakan adalah perjanjian kerja ataupun bukan, yang nantinya akan
menimbulkan akibat hukum yang berbeda, jika perjanjian tersebut bukanlah perjanjian kerja.
Secara leksikal perintah berarti perkataan yang bermaksud untuk menyuruh atau melakukan
sesuatu (Rifqi Noval, 2017, p. 116).

Pekerja informal yang bekerja untuk orang lain, yang mana mereka melakukan suatu
pekerjaan, mendapatkan sebuah perintah/larangan, dan mendapatkan upah atas pekerjaan
mereka, masuk dalam rezim ketenagakerjaan. Meskipun pada dasarnya, hubungan kerja
tersebut hanya sekedar dilandasi dengan perjanjian kerja tidak tertulis, sebab perjanjian kerja
tidak tertulis pun tetap sah di mata hukum (Ahmad et al., 2025). Hal tersebut diatur dalam Pasal
51 ayat 1 yaitu perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Intinya, dalam suatu perjanjian
kerja dapat dikatakan terjadi kesepakatan apabila pemberi kerja sepakat untuk mempekerjakan
tenaga kerja tersebut dan pekerja juga setuju untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan
imbalan tertentu sebagaimana yang telah disepakati (Suhartini, 2020, p. 89).
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Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerja informal yang
berada dalam ruang lingkup hubungan kerja masuk dalam rezim ketenagakerjaan. Dan apabila
timbul perselisihan, maka penyelesaiannya tunduk pada rezim penyelesaian perselisihan
hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan ‘“bahwa setiap perselisihan hubungan
industrial pada dasarnya wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat
antara para pihak, dan apabila upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka
penyelesaiannya dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini juga semakin
diperkuat dengan data dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat yang menunjukan pada
tahun 2025 terdapat 28 Perselisihan dan 2026 terdapat 19 perselisihan ada 3 di antaranya masih
diproses, yang mana dari data tersebut di antaranya merupakan perselisihan pekerja informal.

Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Hak Upah Lembur Pegawai Laundry, Bojongsoang
Kabupaten Bandung melalui Laporan Aduan ke Pengawas Ketenagakerjaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, pekerja dalam sektor informal di
Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih menunjukan angka yang tinggi yaitu 48,9% dari total
1.756.328 penduduk Kabupaten Bandung yang bekerja (Bandung, 2023, p. 19). Dari angka
tersebut dapat, masih menunjukan peluang yang tinggi, akan terjadinya sengketa dalam sektor
informal. Dari angka tersebut, masih terdapat potensi yang cukup besar terjadinya sengketa
ketenagakerjaan pada sektor informal, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak
normatif pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini memilih unit usaha laundry sebagai lokasi
penelitian karena usaha tersebut merupakan salah satu sektor usaha informal yang memiliki
hubungan kerja yang nyata antara pekerja dan pemberi kerja, serta ditemukan adanya kasus
kekurangan pembayaran upah lembur yang telah ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Bandung. Dengan demikian, unit usaha laundry dipandang representatif untuk
mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengawasan ketenagakerjaan.

Permasalahan ini berawal dari perbedaan interpretasi sebuah perjanjian kerja yang
melandasi hubungan kerja antara pekerja/ pegawai laundry dengan pemberi kerja/ pemilik
usaha laundry. Dalam perjanjian kerja tersebut terdapat beberapa pasal yang menjadi titik awal
terjadi nya sengketa. Beberapa pasal tersebut yaitu:

1. Pasal 4 disebutkan bahwa “Tunjangan apabila lembur akan ada uang lembur sebesar

Rp.6000.-/jam.

2. Pasal 2 dalam poin 9 disebutkan bahwa “Saling backup bila ada karyawan yang tidak
masuk”

Pasal 1 poin 9, menyatakan bahwa ketika seorang pekerja sedang (Rahman et al., 2024)
menggantikan rekan kerjanya yang tidak masuk, maka berarti pekerja tersebut melakukan
pekerjaannya dengan dua shift atau selama 16 jam berturut-turut.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang
melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat
mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. Kemudian dalam pasal
78 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan disebutkan bahwa pekerja
yang melakukan pekerjaan melebihi waktu kerja maka wajib dibayarkan upah lemburnya.
Berarti dalam hal ini pegawai laundry tersebut berhak untuk mendapatkan upah lembur, yang
tidak dibayarkan ketika mereka sedang menggantikan rekan kerja nya yang sedang mengambil
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jatah libur, sesuai dengan perjanjian kerja dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang
mengatur tentang lembur (Rahman et al., 2024).

Ketika membuat sebuah perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak
(freedom of contact) yaitu sebuah asas yang membebaskan para pihak untuk menentukan isi
dari perjanjian (Rusli, 2015, p. 25). Sekalipun para pihak diberikan kebebasan dalam
menentukan isi perjanjian, akan tetapi hal tersebut tetap dibatasi dengan Peraturan Perundang-
undangan (Dengah, 2015, p. 145). Berarti dalam kasus ini, sejatinya kata lembur tetap diartikan
sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang ada, yaitu tetap diartikan waktu lembur
sebagaimana Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, bukan sebagaimana yang
dimaksudkan oleh pemberi kerja.

Persoalan di atas juga dapat dianalisis dengan menggunakan asas contra preferentum.
Contra Preferentum (Sugiastuti et al., 2026) adalah asas dimana ketika terdapat norma dalam
sebuah perjanjian kerja yang diperdebatkan, maka norma tersebut ditafsirkan berkebalikan dari
pada yang dimaksudkan oleh pembuat perjanjian (Atallah & Suherman, 2025, p. 2236). Berarti
dalam hal ini, pemberi kerja/ pemilik laundry tidak memiliki dasar yang kuat untuk
menafsirkan kata lembur sebagaimana yang dia maksudkan yang mana dia mengecualikan
waktu kerja pegawai yang sedang menggantikan rekan kerja yang mengambil jatah libur. Maka
dengan asas contra prefenrentum dapat ditarik kesimpulan bahwa, pekerja yang menggantikan
rekan kerja nya yang berhalangan hadir masuk dalam kategori lembur dan berhak mendapatkan
upah lembur dari pemberi kerja.

Penyelesaian sengketa terkait kekurangan pembayaran upah lembur berada dibawah
naungan pengawas ketenagakerjaan diselesaikan melalui laporan aduan ke Pengawas
Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil, karena pembayaran kekurangan upah lembur Upaya
yang pertama kali dilakukan oleh pekerja yang dalam kasus ini adalah pegawai laundry yaitu
bipartit (perundingan) dengan pemberi kerja. Ketika upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya
adalah dengan malporkan ke pengawas ketenagakerjaan. Penjelasan proses ini, selain
berdasarkan pada Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, penulis juga dapatkan dari wawancara
langsung dengan pihak Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat.

Laporan Pengaduan
ke Pengawas Banding
Ketenagekerjaan ¢ Nota Pemeriksaan |

(30 Hari)-Pasal 30
*Pasal 136 UU ePasal 51 Permenaker 33/2016  Hasil tidak
Ketenagakerjaan Permenaker « Nota Pemeriksaan II - memuaskan dapat
e
33/2016 melalui

Luring/ Daring
Musyawasah Pemeriksaan
(Perundingan

Pasal 31 (14 Hari) melakukan Banding k
Kementrian (14 Hari)

Gambar 1. Alur Proses Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Hak Upah Lembur Pekerja
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Pada gambar 1 menjelaskan tentang Alur Proses Penyelesaian Sengketa Pemenuhan
Hak Upah Lembur Pekerja, dari gambar tersebut terlihat bahwa, sebelum melakukan upaya-
upaya lain, yang melibatkan pemerintah, pekerja harus terlebih dahulu melakukan musyawarah
atau dengan pemberi kerja, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 136 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa penyelesaian perselisihan terlebih
dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (Karsona et al., 2020). Pekerja wajib
terlebih dahulu membicarakan perihal upah lembur yang tidak dibayarkan ketika mereka
sedang menggantikan rekan kerja nya yang tidak hadir. Dalam konteks sengketa
ketenagakerjaan, perundingan/ musywarah wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaiannya
(Mantili, 2021, p. 49). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 136 Undang-undang
Ketenagakerjaan. Jika langkah ini tidak berhasil ditempuh, maka langkah kedua yang dapat
ditempuh oleh pekerja adalah membuat laporan aduan ke pihak yang berwenang. Dalam kasus
diatas berarti pegawai laundry dapat mengadukan permasalahan ini kepada Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat atau kepada Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan wilayah domisili pekerja.
Laporan dalam pasal 48 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terbagi menjadi dua yaitu Laporan
Pengawas Ketenagakerjaan dan Laporan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, dalam hal
ini masuk dalam laporan pengawas ketenagakerjaan, karena laporan tersebut dilaksanakan
setelah adanya pemeriksaakn

Pengawas Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan merupakan aktivitas yang bertugas untuk mengawasi di tegakkannya
Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya. Dalam Pasal 3 Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut sebagai Permenaker nomor 33 tahun 2016
disebutkan bahwa tugas dari pengawas ketenagakerjaan adalah memastikan dilaksanakannya
norma ketenagakerjaan. Dalam hal ini kekurangan pembayaran upah lembur masuk dalam
ranah Pengawasan Ketenagakerjaan karena hak atas upah lembur merupakan hak normatif
yang telah ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Besaran, syarat, dan
cara penghitungannya telah ditetapkan, sehingga pada dasarnya tidak memerlukan proses
pembuktian mengenai ada atau tidaknya hak tersebut, melainkan hanya memerlukan
pemeriksaan terhadap kepatuhan pengusaha. Setelah adanya hasil dari laporan tersebut dan
masih terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka perselisihan tersebut masuk dalam
ranah ketenagakerjaan yang diselesaikan sebagaimana Undan-undang Pernyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 merupakan aturan
pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan khususnya pada pasal 22 yang mana Peraturan Presiden tersebut merupakan
aturan pelaksana dari Pasal 178 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Dengan demikian Peraturan Menteri yang kemudian disebut Permenaker
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-
undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Laporan Pengaduan tersebut dapat disampaikan oleh pekerja baik secara langsung
(luring) maupun melalui mekanisme daring yang telah disediakan oleh pemerintah, hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Permenaker Nomor 33 tahun 2016. Dalam konteks
pengaduan secara daring, pekerja dapat mengunjungi Media Sosial Disnakertrans Jabar,
pengaduan melalui email, Pengaduan melalui SIAPKAKA (Sistem Informasi dan Aplikasi
Pengawasan Ketenagakerjaan), melalui lapor.go.id. Melalui mekanisme ini, pekerja
diharapkan dapat menyampaikan kronologi permasalahan secara jelas dan sistematis serta
melampirkan bukti pendukung yang relevan.
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Permasalahan mengenai pemenuhan hak upah lembur ini dilaksanakan melalui
Pengawasan dengan tahapan “Represif Non-Yustisial”, hal ini diatur dalam Pasal 9
Permenaker No0.33 Tahun 2016. Represif Non-Yustisial merupakan merupakan upaya paksa
diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan dalam bentuk Nota Pemeriksaan sebagai peringatan atau surat pernyataan
kesanggupan pemenuhan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan berdasarkan
pemeriksaan dan/ atau pengujian.

Setelah masuknya laporan pengaduan dari pekerja, maka akan ada pemeriksaan
lapangan oleh pengawas ketenagakerjaan, yang kemudian setelah pemeriksaan akan dibuatkan
nota pemeriksaan, dan setelah adanya pemeriksaan hasil dari pemeriksaan tersebut akan
dikeluarkan penetapan yang akan disampaikan kepada kedua belah pihak, yaitu pekerja
(pegawai laundry) dan pemberi kerja (pemilik laundry). Dalam Pasal 30 Permenaker Nomor
33 tahun 2016 disebutkan bahwa Nota Pemeriksaan terdiri dari Nota Pemeriksaan I, Nota
Pemeriksaan 11, dan Nota Pemeriksaan Khusus. Nota pemeriksaan | dikeluarkan berdasarkan
hasil dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh pengawas ketanagkerjaan.

Jika dalam waktu 30 hari, pihak yang mendapatkan perintah dari Pengawas tidak
melaksanakan kewajibannya, maka seabagaimana pasal 31 Permenaker Nomor 16 Tahun 2016
akan dikeluarkan Nota Pemeriksaan Il sebagai bentuk peringatan, agar para pihak yang
memiliki kewajiban tersebut melaksanakan kewajibannya. Nota pemeriksaan Il ini diberi
jangka waktu 14 hari. Jika surat penetapan yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan
tidak sesuai dengan kehendak para pihak, baik itu pekerja dalam hal ini pegawai laundry
maupun pemberi kerja atau dalam hal ini pemilik usaha laundry, mereka dapat megajukan
banding ke Kementrian dengan jangka waktu maksimal 14 hari setelah penetapan tersebut
dikeluarkan. Setelah hasil keputusan banding dari Kementrian tersebut hadir, maka keputusan
tersebut bersifat final, dan wajib dijalankan oleh pihak yang dibebani kewajiban tersebut.

Proses Penyelesaian Pemenuhan Hak Upah Lembur ini, sedikit berbeda dari pada
proses perselisinan hak normatif lainnya, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Pengawas
Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Jika perselisinan hak, biasanya akan terlebih dahulu
masuk dalam penyelesaian ranah hubungan industrial, akan tetapi pemenuhan hak upah lembur
ini, langsung masuk dalam ranah pengawasan. Karena terkait dengan hak upah lembur ini,
dimasukan dalam norma ketenagakerjaan, sebagaimana tugas dari pengawasan yang
disebutkan dalam pasal 3 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, maka dari itu laporan terkait Hak
Upah Lembur langsung diproses oleh Pihak Pengawasan/ UPTD.

Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Hak Upah Lembur Pegawai
Laundry, Bojongsoang Kabupaten Bandung

Pada praktiknya, pekerja informal menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi
efektivitas perlindungan hukum terhadap mereka. Pertama, pekerja informal pada umumnya
tidak memiliki serikat pekerja sebagai wadah representasi, sehingga posisi tawar mereka
cenderung lemah dan rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemberi kerja. Kondisi
ini juga menimbulkan risiko kehilangan pekerjaan apabila terjadi konflik, terutama ketika
hubungan kerja berakhir secara tidak baik.

Kedua, pekerja informal didominasi oleh sumber daya manusia dengan tingkat
pendidikan yang relatif rendah (Sibagariang et al., 2023), dalam hal ini kita dapat berkaca dari
kedua pegawai salah satu unit usaha laundry di Bojongsoang tersebut, yang hanya merupakan
lulusan Sekolah Menengah Pertama, sehingga prosedur administratif yang panjang dan
kompleks menjadi sulit untuk diikuti. Kewajiban untuk menyusun laporan tertulis, misalnya,
kerap menjadi hambatan karena keterbatasan dalam kemampuan merangkai kalimat secara
sistematis. Selain itu, mekanisme pengaduan secara daring juga belum sepenuhnya efektif,
mengingat sebagian besar pekerja informal masih memiliki keterbatasan dalam penguasaan
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teknologi. Oleh karena itu, dari sisi pemberi kerja, kondisi ini sering kali menempatkan pekerja
dalam posisi yang semakin tidak seimbang dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kesimpulan dan Saran

Pekerja sektor informal dapat dibedakan menjadi pekerja swakerja dan pekerja yang
bekerja untuk orang lain dalam hubungan kerja. Pekerja swakerja tidak termasuk dalam rezim
ketenagakerjaan karena tidak memiliki hubungan Kkerja, sehingga tidak memperoleh
perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Sebaliknya, pekerja informal yang bekerja untuk orang lain dapat
dikualifikasikan sebagai pekerja dalam hubungan kerja apabila memenuhi unsur pekerjaan,
upah, dan perintah. Undang-undang tersebut mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan
antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mengandung ketiga
unsur tersebut. Selain itu, berdasarkan Pasal 51, perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis
maupun tidak tertulis, sehingga hubungan kerja dalam sektor informal tetap diakui meskipun
tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, pekerja informal yang bekerja untuk
orang lain tetap berada dalam rezim ketenagakerjaan dan memiliki dasar perlindungan hukum.

Penyelesaian sengketa terkait upah lembur pekerja dalam studi kasus pegawai laundry
Bojongsoang di  atas, penyelesaiannya terlebih dahulu  diupayakan  melalui
perundingan/bipartit. Kemudian jika upaya tersebut tidak berhasil membawa perdamaian,
pegawai laundry dapat membuat laporan pengaduan kepada pengawas ketenagakerjaan, baik
melalui daring atau luring sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 51 Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan. Setelah laporan
tersebut masuk akan diadakan pemeriksaan lapangan, kemudian dikeluarkan nota pemeriksaan,
hingga nantinya akan keluar penetapan, dan dapat menempuh banding jika hasil penetapan
tersebut tidak sesuai dengan kehendak salah satu pihak.

Rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian
normatif dan empiris yang lebih komprehensif terkait urgensi revisi Undang-Undang
Ketenagakerjaan, guna mewujudkan suatu kerangka hukum yang inklusif dan adaptif, sehingga
mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali,
termasuk pekerja di sektor informal. Di samping itu, penelitian lanjutan juga diharapkan
mampu merumuskan terobosan konseptual dan solusi aplikatif dalam mengatasi berbagai
kendala yang dihadapi pekerja informal dalam mengakses mekanisme penyelesaian sengketa,
antara lain melalui penyederhanaan prosedur administratif, penguatan peran lembaga bantuan
hukum, serta pengembangan sistem layanan berbasis teknologi yang lebih mudah dijangkau
dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
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